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PUTUSAN 

Nomor 0730/Pdt.G/2018/PA.Tbh 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Jaya Bhakti, 06 Oktober 1995, 

agama Islam, pekerjaan Penjaka Toko, pendidikan 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di 

Jl. Subrantas, Gg. Jelutung Indah, Kelurahan 

Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten 

Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai  Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Johor Baru, 25 Agustus 1996, 

agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Suka 

Damai, Parit Guntung, Desa Pengalihan, Kecamatan 

Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai 

Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka 

sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2018 

telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Tembilahan, dengan Nomor 0730/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 18 

Oktober 2018,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba’da dukhul) yang 

melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Rabu, 

tanggal 04 Maret 2015, atau 14 Jumadil Awal 1436 H, dicatat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kab. Indragiri Hilir, 

Prop. Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 059/11/III/2015, dan 

ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah  di KUA tersebut pada 11 

Maret 2015 M. 

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat 

berstatus Perjaka. 

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak 

sebagai mana tercantum didalam buku nikah dengan Nomor Akta Nikah 

Nomor : 059/11/III/2015, yang pada pokok isinya sebagai berikut : Tergugat 

membaca Sighat Taklik atas Penggugat sebagai berikut : 

1) Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut. 

2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan 

lamanya. 

3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri. 

4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) 

bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan 

halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkanserta 

diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang 

sebesar Rp. 10.000.,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) 

kepada saya, maka jatuhah talak saya satu kepadanya. 

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang 

tua Penggugat yang terletak di Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Enok, Kab. 

Inhil  Prov.Riau, dan terakhir memilih tinggal dirumah orang tua Tergugat 

yang terletak di Jl. Suka Damai, Parit Guntung, Desa pengalihan, 

Kecamatan Enok, Kab.Indragiri Hilir – Prov.Riau, sampai dengan berpisah 

dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat  dikaruniai 1 orang 

anak yang bernama : 

- ANAK, Lahir di Pengalihan Enok, 29 Mei 2015, tinggal bersama 

Penggugat. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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5. Bahwa pada bulan Mei 2016, yaitu Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah 

meninggalkan Penggugat, dan Tergugat beralasan ingin pergi bekerja ke 

Malaysia untuk mencari pekerjaan agar bisa menafkahi Penggugat dan 

anak, namun setelah beberapa bulan kepergian Tergugat, Tergugat tidak 

pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah memberi 

kabar apapun kepada Penggugat, sehingga sampai sekarang antara 

Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri 

dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya lagi sebagai 

seorang suami, dan telah pisah selama 2 Tahun 5 bulan lamanya. 

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah 

menderita baik lahir maupun bathin, dan oleh karenanya Penggugat tidak 

rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah di 

ucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke 

Pengadilan Agama Tembilahan. 

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, 

namun tidak berhasil dikarenakan pada saat itu Tergugat memberikan 

alamat yang tidak jelas. 

8. Bahwa pada saat ini Tergugat telah kembali pulang dan tinggal dirumah 

orang tuanya namun antara Penggugat dan Tergugat tidak kumpul 

layaknya suami istri. 

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun 5 

bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan 

lagi, maka Penggugat merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang 

sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu, 

Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan 

gugatan cerai Penggugat ini. 

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini. 

  Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan 

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya 

(PETITUM) sebagai berikut : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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PRIMAIR : 

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat. 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada 

Penggugat (PENGGUGAT) dengan segala akibat hukumnya.  

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. 

SUBSIDAIR : 

  Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan 

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah 

datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang 

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap 

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan 

Nomor 0730/Pdt.G/2018/PA.Tbh, yang dibacakan di persidangan, Tergugat 

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak 

datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak 

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya 

untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan 

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti berupa: 

A. Surat: 

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 059/11/III/2015, tertanggal 11 

Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, bermeterai cukup, telah di-

nazzegelen, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, 

ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf; 

 

Disclaimer
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B. Saksi 

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, 

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jailani, RT 002, 

RW 001, Desa Pengalihan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir. 

Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah 

sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut: 

 Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun 

yang lalu; 

 Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri; 

 Bahwa saksi hadir ketika acara pernikahan Penggugat dan Tergugat 

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah orang tua Tergugat di Jalan Suka Damai, Parit Guntung, Desa 

Pengalihan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir sampai 

dengan berpisah; 

 Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat  telah 

mempunyai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam 

asuhan Penggugat; 

 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, kemudian sejak bulan Mei 2016 Tergugat pergi 

meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan di 

Malaysia agar bisa menafkahi Penggugat dan anaknya, namun 

ternyata setelah beberapa bulan kepergian Tergugat tersebut, 

Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk kebutuhan sehari-hari 

Penggugat dan anaknya; 

 Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau 

usaha yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat; 

 Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 

tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan; 

 Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di 

Jalan Soebrantas, Gang Jelitung Indah, Kelurahan Tembilahan Hilir, 

Kecamatan Tembilahan sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Suka 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Damai, Parit Guntung, Desa Pengalihan, Kecamatan Enok, 

Kabupaten Indragiri Hilir; 

 Bahwa dari saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil; 

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, 

pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Jalan Soebrantas, Gang 

Jelutung Indah, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, 

Kabupaten Indragiri Hilir. Di hadapan persidangan saksi tersebut 

memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang 

pada pokoknya sebagai berikut:  

 Bahwa Saksi adalah teman Penggugat sejak TK; 

 Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat; 

 Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri; 

 Bahwa saksi tidak menghadiri ketika acara pernikahan Penggugat dan 

Tergugat; 

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah orang tua Tergugat di Jalan Suka Damai, Parit Guntung, Desa 

Pengalihan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir sampai 

dengan berpisah; 

 Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat  telah 

mempunyai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam 

asuhan Penggugat; 

 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, kemudian sejak bulan Mei 2016 Tergugat pergi 

meninggalkan Penggugat dengan  alasan untuk mencari pekerjaan di 

Malaysia agar bisa menafkahi Penggugat dan anaknya, namun 

ternyata setelah beberapa bulan kepergian Tergugat tersebut, 

Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk kebutuhan sehari-hari 

Penggugat dan anaknya; 

 Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau 

usaha yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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 Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 

tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan; 

 Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di 

Jalan Soebrantas, Gang Jelutung Indah, Kelurahan Tembilahan Hilir, 

Kecamatan Tembilahan sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Suka 

Damai, Parit Guntung, Desa Pengalihan, Kecamatan Enok, 

Kabupaten Indragiri Hilir; 

 Bahwa dari saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil; 

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan 

kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan 

bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 

kepada Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis Hakim agar disampaikan 

kepada yang berhak menerimanya sebagaimana isi sighat taklik talak Tergugat 

serta mohon diputuskan; 

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana  terurai di atas; 

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dating menghadap ke 

persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan 

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang 

sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di 

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu 

alasan yang sah; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut 

akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut 

harus diperiksa secara verstek; 
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Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim telah menasehati 

Penggugat di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan 

tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 

154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang 

menghadap di muka sidang; 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang 

merupakan bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Penggugat, 

bahwa Penggugat bertempat kediaman di Jalan Soebrantas, Gang Jelutung 

Indah, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten 

Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan 

Agama Tembilahan dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama 

Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat dan 

Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat 

Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 

gugat cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam 

mengajukan perkara ini (Persona Standi In Judicio); 

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat 

karena Tergugat pergi dengan alasan ingin pergi bekerja ke Malaysia untuk 

mencari pekerjaan agar bisa menafkahi Penggugat dan anak, namun setelah 

beberapa bulan kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi 
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nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah memberi kabar apapun kepada 

Penggugat, sehingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak 

pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat pun tidak pernah 

menunaikan kewajibannya lagi sebagai seorang suami, dan telah pisah selama 

2 tahun 5 bulan lamanya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak dapat dipertahankan lagi; 

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di muka 

sidang, maka gugurlah haknya di muka sidang, ketentuan tersebut sesuai 

dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut: 

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ : عَنِ الْحَسَنِ قَالَ   ِ  صَلهى اللَّه مَنْ دُعِيَ إلِىَ حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فلََمْ يجُِبْ فهَُوَ  :قَالَ رَسُولُ اللَّه

 َ الِممٌ   حَ َّ لَ ُ 

Artinya: “Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: “Siapa 

yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, 

sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia 

termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”. 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, 

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan 

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim 

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;  

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah 

bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta 

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan 

Tergugat yang menikah pada tanggal 04 Maret 2015 di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga bukti tersebut telah 

memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH 

Perdata; 

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, 

berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah 
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terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 

Pasal 172 ayat (1) R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 

R.Bg.; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 

Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Maret 

2015 di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan 

Tergugat telah mengucapkan sighat taklik; 

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 

2016 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ingin pergi 

bekerja ke Malaysia untuk mencari pekerjaan agar bisa menafkahi 

Penggugat dan anak, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua 

Penggugat di Jalan Soebrantas, Gang Jelutung Indah, Kelurahan 

Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan sedangkan Tergugat tinggal di 

Jalan Suka Damai, Parit Guntung, Desa Pengalihan, Kecamatan Enok, 

Kabupaten Indragiri Hilir; 

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak 

berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah; 

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken home); 

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga; 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana  tersebut di atas, Majelis 

menilai telah terbukti bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah pergi 

meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, melalaikan kewajibannya 
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dengan tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat selama 2  tahun 

6 bulan sampai sekarang. Selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan 

tidak mempedulikan Penggugat; 

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat dengan tanpa 

alasan hukum telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberikan nafkah 

wajibnya kepada Penggugat dan telah membiarkan serta tidak mempedulikan 

Penggugat selama 2 tahun 6 bulan, berarti  Tergugat telah melanggar sighat 

taklik talak angka 1,  2 dan 4; 

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, 

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat 

dalam rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun 

lagi sebagai suami isteri; 

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah yang demikian, kehidupan 

keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan 

sebagaimana dimaksud dalam firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat 21, jelas 

tidak akan terwujud, dan bahkan apabila perkawinan antara Penggugat dan 

Tergugat tersebut tetap dipertahankan, baik Penggugat sebagai istri dan 

ataupun Tergugat sebagai suami jelas tidak akan dapat melaksanakan 

kewajibannya masing-masing dalam hidup berumah tangga sehingga akan 

menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;  

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga 

harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini dengan 

sesuai qaidah fiqhiyah : 

  

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan 

kemaslahatan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak 

melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat 
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dalam Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut 

dan Penggugat yang di depan persidangan telah menyerahkan iwadl sebesar 

Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat apa yang 

menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat 

telah terpenuhi. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, 

maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan a quo patut dikabulkan 

secara verstek dengan menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat terhadap 

Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan 

ini; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI: 

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap dipersidangan, tidak hadir;   

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;   

3. Menetapkan jatuhnya talak satu khul’i Tergugat (TERGUGAT) atas 

Penggugat (PENGGUGAT) dengan  iwadl berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh 

ribu rupiah);   

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);  

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1440 Hijriah, oleh kami KHAIRUNNAS, 

S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. dan 

FATHUR RIZQI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 
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tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada 

hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim 

Anggota dan dibantu oleh  ABDUL AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti 

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  

 

KETUA MAJELIS 
 
 
 

KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H 

 
 HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA 

 
  
 
  RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.  FATHUR RIZQI, S.H.I. 

 
PANITERA PENGGANTI 

 
 
 

 ABDUL AZIS, S.H. 
 

Rincian Biaya Perkara: 

1.  Biaya Pendaftaran = Rp.    30.000,- 

2.  Biaya Proses = Rp.    50.000,- 
3.  Biaya Panggilan = Rp.  800.000,- 
4.  Biaya Redaksi = Rp.      5.000,- 
5.  Biaya Materai = Rp.      6.000,- 

J u m l a h   = Rp.  416.000,- (empat ratus enam belas ribu  
rupiah); 
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